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BI'PATI ITATTINA
PROVIilsI XTPT'LAUAIT RIAU

PERATIIRAil BI'PATI NATUNA
NOMOR 7 TATIUI 20T6I

TEilTAIgG

PEDOIIIAN TIIIIIIU PEITGHITT'ITGAI{ PEITGIIASITAIE TETAP, TIIIIJAHGAU,
IIYSEITTIF KTLEMBAGAAIY DAIY OPERASIOITAL PEITYELEITGGARAN

PEMERIilTAIIAIT DESA

Menimbang

DEITGAIY RATIMA" fI'IIAIT YAIYG MAIIA ESA

BIIPATI ITATTIITA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor +3 Tahua 2O1+ terrtang Peratrrran Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme,-rinteh
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Peliaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2A14 tentang Desa Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4i d.an ayat (5i, Fasai 82 ayat (Ii dan ayat (21, maka
perlu diatur Peraturan Bupati yang mengatur tentang
penghasila.n tetap Pemerinta,h Desa di Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Natuna tentang Pecioman Umurrr trenghiiungan Penghasilan
tetap, T\rnjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional
Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Xabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi,
dan Kota Batam; {Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181 Tarnbahan Irrnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39A21 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakirir dengan Undang-Unclang l{ornor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketrga Atas Undang-Undang
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Nornor 53 Tahun L999 tentang Pernbentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabuparen Sia.k, Kabupaten i{arimun, Kabupaten Na.funa,
Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran
Negera Republik Inrlonesia Tahun 2OO8 Nomor LA7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia" Nonror
a88O);

UndanyUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Irrdoneaia Tahun 201i I{ornor &2, Taritbahan tr-embaran
Negara Republik Indonesia Nornor 523A\

Uncian5{.,inda.rg Nomor 6 ?ahun 20L4 tentartg Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7,
Ta-mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5ae5);

Undang-Undang Nomor 23 Ta}un 2Al4 tentang Pernerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana terair aiubah beberapai<ali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penrba-han Kedua Undang-I*Indang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indorletia Nomor 5679);

Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keua*gan Daerah ilembaian ltegara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peratureur Pernerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah,
Pemeriniahan Daerah Prouinsi, dari Pemeriniah Daerah
Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOZ Nomor 82, Tamba-ha:r Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor a73\;
Perattrran Pernerintah Nornor 43 Tahun 2414 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL1 io{ornor L23, T'ambahan Lemba,ran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
ilndang-Unda,ng Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Repr.lbtrik Indonesia ?ahun 2015 Nomor
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157 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norror
57171;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ssfoagaimana
--:-:- -1:- ! -!- 1--1 -,- - !--r: !,, !-1 : :- ------ n---,r,,,,-,- t--? r :LErani urr.tijalr D€lJErtrl.ra l(ttll LEitlllLrri uEllBil.tr rtsiaLtlr"rrl lYrtrrrLtsll

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20I-l tentang Perubahan
Keelu-=a Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Noulor 113 Tahun 2OL4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Lembaran Negara Republik
T- ., ^- --:^ 'Tr-1^--- .tn 1 4 tT^.-^.- r.}arnol.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pcrqrhenfirlznn Frod'r:'!z- I{rrkrrr.n l-ln,ornh {Rer.itn I\fecnr^n Pcnrrhlilz,*'-:rE: \L't-:lL4 r:!6lgG :.-'-ijqul-l&

Indonesia ?ahun 2015 Nornor 2A3$;

Peratr:ra-n Da-erair Kabupaten Nah.rna Nornor 6 ?ahun 2013
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

{Irmbaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol3 Nomor 6).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL
PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB T

K TEISTUAIT UUUU

Pasal 1

Ilalarn Pernfirran Rrrnafi ini rrancr,.lirnalzsrrrt Aenrran '
1. Daerah adalah Kabtlpaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna,

Bupati adalah Bupati Natuna.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wiiayah yang berwenang urrtuk mengatur dan
mengurus kepentingan rnasyarakat seternpat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Fernerintah Desa. adalah Kepatra Desa dibantu Ferar"rgkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

.De&erintaham. Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentirrgarl ula.syarakat setempa't- ixrdasarkar asai ustli rtan
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10.
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adat istiadat seternpat yang diakui dan dihorrnati. daiam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Ea<ian Fermusyawaratan Desa
merupakan perwujudan demokrasi
pemerintahan desa sebagai
pemerintahan desa;

adalah Ternbaga; yal:.g
dalam penyelenggaraan
unsur penyelenggara

8. Perangkat Desa. adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri
atas Seicetariat Desa, Felalcsana Kewilayahan rjan Pelaksama
Teknis;

g. Pegawai Negeri Sipi!, selanjutnya disinglat PNS aCalah mereka
yang setelatr rnemenuhi syarat-syarat yang ditentLrkan dalarn
peraturan perundang-undangan, diang!<at oleh pejabat yang
berwenang <ian diserahi tugas-tugas dalam sesuzttu jabatan
negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan
digaji mem.m.lt perafi-lran perundang-randangan"

1O. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa seteiarl eiiirahas dan disepakati bersama Eadan
Permusyawaratan Desa.

1 1. Keuangan Desa adalah senoua lrak dan kewajiban Desa yang
dinilai dengan uarlg serta segatra sesuatu berupa r.lang dan
barang yang herhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adeJah Recaaa keuangan tahunan
Pemerintah Desa, yang dibahas dan disetujui bersanna otreh
Pernerintah Desa dan Badan Permu.syawaratan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untLlk r,rtetraksarmkan pengetrolaan
keuangan desa.

14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk menerima, menyimp€rn, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan dan

dalarn rangkamerntrrertanggumglawabkan keuranLgan desa
pelaksanaan APts Desa.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggara-kan keseh:mhan
pengelolaan kerrangan desa.

16. Lernbaga Pengurusan Kernasyarakatan ditingkat kerukunan
warga yang disingkat RW'yang dipimpin oleh seorang Ketua
RW dan berada dibawah Desa.

17. Lernbaga Perrgurusan Kerna*yarakatan {iitingkat keruki:man
tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah RIS yang
dipimpin oleh seorang Ketua RT.

PARAFKOORDINASI
iETRTIXRIS NAERAiI , (r'



18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna
paling sedikit lOo/o (sepuluh perseratus) dari ' Dana' Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah
dikurangi Dana Alokasi Ktx.rsrrs-

19. Penghasilan Tetap Kepatra Desa dan Perangkat Desa adatrah
pendapatan atau Sqii -vang berhak diterima oleh setiap orang
setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau
Perangkat Desa oleh pejabat yang bennenang.

2O" Tunjangan adatrah tunjamgan yang diberikan kepada Kepala
desa atau perang!<at Desa dan/atau Pimpinan, Wakil,
sekretaris d-an anggota Badan Permusyawara-tan Desa sebagai
upaya untuk meningkatkan kesej ahteraan.

21. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas
pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.

22. Gaji adalah gaji pokok PNS yang menjadi Kepala Desa", Pejabat
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dibayarkan di
instansi induknya.

BAB tr
RUAilE LIISGIII}P

Pasal 2

Ruang lingkup Perahrran Bupati yaitu penghasilan Kepala Desa dan
perangfuat Desa yang dianggarkan datrarn APBDesa, b€rupa:

a. Pengfuasilan Tetap;

b. TUnjangan.

Bagian Pertama

Fercghasilnrr Tetap
Pasal 3

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana tersebut Pasal ayat t1) dianggarkan dalam
APBDesa yang bersurnber dari ADD dan ditetapkan set"iap
tahun dalam Peraturan Desa tentang APtsDesa.

{3} Pengatokasian penghasilan teiap Kepaia Desa dan trerangkat
Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dihitung berdasar
jurnlah kepala Desa dan perangkat Desa.

t4l Pengl,asitran tetap Kepala Desa dan Peranglrat Desa
sebagaimarea tersebr.lt pada ayat (1) ditetapkan maksimal
sebesar 30a/o (tiga puluh perserattrs) dari jumlah ADD -rrang telah
ditetapkan.

Pasal 4
(U Pengfuasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana dirnaksud pada pasal 3 ayat (1) ben:tpa gaji setiap

PARAF KOOROINASI
SEI{RITIFIS DAERAI. , 14'



. lllqilliilrirllr:ril: lrr ',:' 'trrrlIr::FltrryTr,lrEillltr-?f ,r,Frryi,,i'.,],sr! - , .Tr1 .:_.:!: tnf r: :rr: , r,i air-Tr r-e::T,IlrlmfirllTT5l 
!,!|!

bulan minimal sestlai dengan Upah MinLirnurn Kabupater,l
danlatau sesuai dengan kernampuan keuangan Desa.

(2| Besaran Penghasilan Tetap Kepaia Desa dan Perangkat Desa
. sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

Begiae Kedua

Tuqirngtt Tetap Plnpln*n dtrr Anggpta
Badan Fermus5rawantan llesa

Pasel 5

(1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD diangarkan
dalarn APB Desa yang bersumber ADD

{2} Ttrnjangan Tetap Pimpinan dan Angg*ta BPD yang dimaksud
ayat (1) berikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(3) Selain Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD
sebagaimana dimaksrrd datran ayat {li Tunjangari Pimpinan dan
Anggota BPD lairelrya bempa Penyediaare/biaya Operasional
BPD sesuai dengan kemarnpuan keuangan desa"

(41 Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan kepada lembaga BPD untuk mernperl€rnc€rr kegiatan
administrasi dan operasional.

Fes&t 6
(1) Pirnpinan dan Anggota BPD yang krasal darj PNS, Tunjangan

Tetap berasal dari Beianja Desa jxang setiap tahun ditetapkan
dalarn APB Desa.

(2) Gaji PNS bagr Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana
dirnaksr.rd dalam ayat (1) diterima di trnstansi hadl.rknya.

(3) G4ii PNS sebagaim&na dirnaksud dalam ayat (2) adalah Gaji
Pokcrk Sebagai PNS.

(a) Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), tidak menerima Tunjangan Beban
Kerja sebagai PNt yang berasal dari Instansi tnduk.

Bagien KetiSB

Tuajaagan Berdasarkan Beban KerJa di Pemerintahan Desa

Pasal 7

(1) Tunjangan Bedasarkan Beban Kerja di Desa diangarkan dalam
APB Desa yang bersurnber Belanja Desa.

(2) Tunjangan Bedasarkan Beban Kerja sebagairna*a ayat (U
dberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(3) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud
dalaff, aryat i1) terdiri atas."
a. Ttrnjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaalr Keuangan

Desa;
b. Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
c. Tunjangan Bendahara Desa.

t4l Besaran tunjangan ditetapkan secara proporsional menglkuti
Standarisasi Saftian Harga Kabtrpaten Nah.ura"
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Pasal 8

Besaran T\rnjangan Pimpinan dan Anggota . Badan
Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja di Desa ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Desa.

BAB III
BESARAN PENGHASILII'N

Peaghasilan Tetap Kepala Desa dnu Perangkat Desa

Pasal 9

Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat
Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur sebagai berilart :

a. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa ditetapkan
penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 2.SOO.(XX)'-
(dua Juta llma ratus ribu rupiah|;

b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan
sebesar Rp. 1.75O.(XX)'- (satu juta tqiuh ratus lima puluh
ribu ntpiahf;

c. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan
sebesar Rp. 1.S(X).OOO'- (satu Juta lima ratus ribu ruptahf;

d. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan
sebesar Rp. 1.25O.(XX)'- (satu Juta dua ratus llma puluh
ribu ruptahl;

e. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan
sebesar Rp. l.2fi).(XX)r- (satu Juta dua ratus ribu nrpiahl.

f. Staf atau Sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap
setiap bulan sebesar Rp. 1.125.O(Xlr- (satu Juta seratus drra
puluh lima rlbu ruplahf; dan

Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

TunJangan Tetap Pimplnaa dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

(1) Penetapan besaran Tunjangan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa diatur :

a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar
Rp. 1.7(X).(XX)'- paftt.tuta Uduh tu.ttts rtbu tttpfaU;

b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar
Rp. 1.4(X).(XX)1- pafut Juta enqnt tu;ttts rlht tttpto,Q;

c. Sekeratris BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar
Rp. 1.2(X).OI0O1- (*AtJuta dua ratus rlbu tttptal1/,;

d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar
Rp. l.lOO.(X}O,- $afutJuta. setafils rlfu, tttpiah).

(2)



(1)

lzl

(3)

t4l\',

(2) Penerima Tunjangeul Angota Badan Perrnusyavraratan Desa.
sebagairnana pada ayat (U, ditetapkan dengan Kepr,rtusan
Kenala l}'sa

BAB Iv
PtItGrrAsrLAIr KEPALA DESA!' PERAnGKAT DESA DAN

PTMPTI5AI$ DAT AITGGOTA BPT' BERSTATUS PI5s,

ksal !. tr

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa atau
diangkat menjadi Perangkat Desa dan/atau anggota BPD
dibebasken sementara wektu dari jabatan +rganik selama
rnenjadi Kepata Desa atar.l Peralrgkat Desa tallpa kehilangan
haknya sebagai PNS;
Fegarnrai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa berhak
menerirna penghasilan tetap dan tunjangan berdasarkan beban
kerja di Pemerintahan Desa dan tidak mendapatkan Tunjangan
Beban Kerja dari instansi induknya;
Pegawai Negeri Sipil yarrg ditrlduk menjadi Perangkat Desa
berhak rnenerir,na penghasilan tetap dan trrnjangan berdasarkan
beban kerja di Pemerintahan Desa dan tidak mendapatkan
Tunjangan Beban Kerja dari instansi induknya;
Gaji yang berhak diterima sebagaimana ayat {1}, ayat (2} dan
ayat (3) adalah gdi pokok sebagai PNS dan dibayarkan di
instansi indLrknya;

ksel 12

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi Pejabat Kepala Desa
"berhak menerirta penghasilan tetap dan tunjangan "beban kerja.
Pegawai Negeri Sipit yang ditunjuk menjadi Fejabat Kepala Desa
dapat memilih tunjangan berdasarkan heban kerja di instansi
induknya atau tunjangan beban kerja di Pemerintahan Desa

BAB V
IffsEffiTIF

Insentif Rutun Waqa dan Instif Rukun Tetauga
Pasal 13

Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam
AFB Desa yarlg berstlrnber dari Belanja Desa.
Insentif [tukun Tetangga dan Rtlkun lMarga yang dfuuaksud ayat
(U berikan sesuai dengan kemarnpuan keuangan desa.
Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga harus mengilmti
peraturan Daerah tentang penataan kelembagaan Desa
Iasentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana
dineaksud pada ayat {1} adalah hntuan uang untrnk
operasionaX lernbaga RT/R\[I dalarn rangla rrernbantu
tr>elaksanaan iugas i:elayarzarr pemeri*tahan, Fsrerlca.r:aaft
pembangun€Ln, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa.
Besaran insen if Rukun Tetangga dan Rr.rkun Warga ditetapkan
dalarn keputr.lsan Kepatra Desa.

(U

(21

(U

(21

(3)

(41

(5i



BAB Vt
OPIRASIOITAL PTIIYELTITGK}ARAAtr PE.IUTRIIS?AIIAIT DTSA

Pasal 14

Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan
dalam APB Desa yang i:erslrmber darr E}eianja Desa.
Operasional Penyetrenggaraan. Pernerintahan Desa yang
dimaksud avat (U diberikan setelah alokasi untuk penghasilan
tetap, tunjangan dan operasional lembaga Rukun Tetangga dan
Rukun Warga terpenuhi sesuai kebutuhan.
Al<lkasi operasiona-l pemerintahan Desa dengan ketent'.ran
sebagai berikut :

a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Desa.
b. S0olo iilga puluh perseratusj untuk BPD.
Kegunaan anggaran operasional mengilnrti prinsip efesiensi,
efektif dan sesuai kebutuhan.

BAB VII
PEilGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan dilakukan secara'fungsional oleh inspektorat atau
Sattlan Kerja Ferangkat. Daerah yang merrrpunyai tugas di
bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku:
Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,
BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan
Desa;

(3) Carnat secara fungsional melaksanakan tugas pmbinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan
penghasilan teiap, cunjangan, insentif dan operasional
kelembagaan.

BAB VIII
KETEITTU'AII PERALIIIAS

Pasql 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peratr:ran Br:pati Nomor 8 Tahun 2015 tentalg Pedoman
Urnr-mr Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Xnsentif
Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan
r.)eca

2. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman
Umum Penghitungan Peaghasilan Tetap, T\.rnjaegan, Insentif
Keler,nbagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

Dicabut dan dinyatakan iidak i:erlaku lagi.

(1)

(21

,"1

(4)

(1)

(2)
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan merrerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah I(abupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada t"nggd 1gftiarr4Ad ?-crlb

Diundangkan di Ranai
pada tangg"l @ Na*qi nW

SEIIRBIARIS DAERAII**ryr
SYAfrISIIRTZOil

BERITA DATRAII KABI'PATEIV ITATT'IVA TAIIT'il 2U.16ITOTIOR 7

PARAFKOORDIil
SETRE:MISDATR


